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ABSTRAK 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 
untuk mengetahui bagaimana jenis-jenis 
perbuatan penyidik dalam penanganan 
perkara narkotika yang termasuk sebagai 
tindak pidana dan bagaimana 
pemberlakuan sanksi pidana terhadap 
penyidik dalam penanganan perkara 
narkotika. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode penelitian yuridis normatif dan 
dapat disimpulkan bahwa:  1. Penyidik 
pegawai negeri sipil,  Penyidik Kepolisian 
Negara Republik Indonesia dan penyidik 
BNN dan Kepala Kejaksaan Negeri setempat 
yang secara melawan hukum tidak 
melaksanakan tugas dan kewajiban yang 
merupakan kewenangannya yang telah 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika, maka 
perbuatan tersebut merupakan tindak 
pidana yang dilakukan oleh penyidik dalam 
penanganan perkara narkotika yang 
diancam dengan sanksi pidana. 2. 
Pemberlakuan sanksi pidana Penyidik 
pegawai negeri sipil,  Penyidik Kepolisian 
Negara Republik Indonesia dan penyidik 
BNN dan Kepala kejaksaan negeri setempat 
yang secara melawan hukum tidak 
melaksanakan tugas dan kewajibannya, 
menunjukkan penegakan hukum 
diberlakukan tidak hanya kepada pelaku 
tindak pidana narkotika, melainkan juga 
kepada para penegak hukum yang 
mengabaikan tanggung jawabnya dan 
menyalahgunakan kewenangan yang telah 
diatur dalam undang-undang. 
Kata kunci: Penyidik, Narkotika 
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PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Penulisan 
Pemberantasan peredaran gelap 
narkotika tentunya memerlukan peran 
aparat penegak hukum yang bertanggung 
jawab dan profesional dalam melaksanakan 
tugas penegakan hukum untuk 
memberantas jaringan narkotika yang 
terorganisasi dan memiliki jaringan yang 
luas melampaui batas negara. Selain itu 
para penegak hukum, khususnya di bidang 
penyelidikan dan penyidikan perkara 
narkotika dalam melaksanakan kewajiban 
dan tanggung jawab haruslah sesuai 
dengan kewenangan yang diberikan oleh 
undang-undang serta mampu 
mengendalikan diri untuk tidak 
mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya 
atau melakukan penyalahgunaan 
kewenangan.   Adanya ketentuan-
ketentuan pidana dalam Undang-undang 
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
yang secara khusus diberlakukan kepada 
penegak hukum, seperti: Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil, Penyidik Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, Penyidik Badan 
Narkotika Nasiona (BNN) dan  Kepala 
Kejaksaan Negeri yang secara melawan 
hukum tidak melaksanakan tugas dan 
tanggung jawabnya atau melakukan 
penyalahgunaan kewenangan, 
menunjukkan undang-undang ini 
diberlakukan bukan hanya untuk setiap 
orang atau pihak yang menjadi pelaku 
tindak pidana tetapi juga terhadap penegak 
hukum yang melakukan perbuatan 
melanggar ketentuan-ketentuan dalam 
undang-undang. 
Menurut  Soerjono Soekanto, penegak 
hukum merupakan golongan panutan 
dalam masyarakat yang hendaknya 
mempunyai kemampuan-kemampuan 
terentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. 
Mereka harus dapat berkomunikasi dan 
mendapatkan pengertian dari golongan 
sasaran, disamping mampu membawakan 
atau menjalankan peranan yang dapat 




diterima oleh mereka, kecuali  dari itu, 
maka golongan panutan harus dapat 
memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional 
tertentu, sehingga menggairahkan 
partisipasi dari golongan sasaran atau 
masyarakat luas. Golongan panutan juga 
harus dapat memilih waktu dan lingkungan 
yang tepat di dalam memperkenalkan 
norma-norma atau kaidah-kaidah yang baru 
serta memberikan keteladanan.3 
Sampai saat sekarang ini secara aktual, 
penyebaran narkotika dan obat-obat 
terlarang mencapai tingkat yang sangat 
memprihatinkan. Bayangkan saja, hampir 
seluruh penduduk dunia dapat dengan 
mudah mendapat narkotika dan obat-obat 
terlarang, misalnya dari bandara/pengedar 
yang menjual di daerah sekolah, diskotik 
dan tempat pelacuran. Tidak terhitung 
banyaknya upaya pemberantasan narkoba 
yang sudah dilakukan oleh pemerintah, 
namun masih susah untuk menhingdarkan 
narkotika dan obat-obat terlarang dari 
kalangan remaja mapun dewasa. Menjadi 
bayangan yang telah terejawantahkan 
dalam bentuk yang mengerikan di mana 
anak-anak pada usia sekolah dasar dan 
sekolah menengah pertama sudah banyak 
yang menggunakan bahkan mambantu 
mengedarkan atau memang mengedarkan/ 
menjual narkotika dan obat-obat 
terlarang. 4   Sebagaimana telah diuraikan 
bahwa sudah banyak upaya pemerintah 
untuk memberantas penggunaan narkotika 
dan obat-obat terlarang, namun kasus-
kasus tersangkut narkotika dan obat-obat 
terlarang terus saja bermunculan. 
Jawabannya sangat sederhana yaitu bahwa 
unsur-unsur penggerak atau motivator 
utama dari para pelaku kejahatan di bidang 
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narkotika dan obat-obat terlarang ini 
adalah masalah keuntungan ekonomis. 5  
Bisnis narkotika dan obat-obat terlarang 
tumbuh menjadi salah satu bisnis yang 
paling favorit di dunia, sehingga tidak 
mengherankan apabila penjualan narkotika 
dan obat-obat terlarang selalu meningkat 
setiap tahunnya yang berbanding hampir 
sama dengan pencucian uang dari bisnis 
narkotika dan obat-obat terlarang.6 
Sesuai dengan uraian latar belakang 
pemikiran tersebut, maka dalam 
penyusunan Skripsi ini penulis memilih 
judul: “Sanksi Pidana Terhadap Penyidik 
Dalam Penanganan Perkara Narkotika”. 
 
B. Perumusan Masalah 
1. Bagaimana jenis-jenis perbuatan 
penyidik dalam penanganan perkara 
narkotika yang termasuk sebagai tindak 
pidana ? 
2. Bagaimana pemberlakuan sanksi pidana 
terhadap penyidik dalam penanganan 
perkara narkotika?  
 
C. Metode Penelitian 
Metode penelitian hukum normatif, 
digunakan dalam menyusun Skripsi ini dan 
untuk pengumpulan bahan-bahan hukum 
yang diperlukan, penulis 
mengumpulkannya dari studi kepustakaan. 
Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari: 
1. Bahan-bahan hukum primer seperti 
peraturan perundang-undangan 
mengenai Narkotika; 
2. Bahan-bahan hukum sekunder, seperti: 
Literatur dan karya ilmiah hukum yang 
relevan dengan judul dan pembahasan 
dalam Skripsi ini; 
3. Bahan hukum tersier, seperti; kamus 
hukum untuk memberikan penjelasan 
mengenai istilah dan pengertian. 
Bahan-bahan hukum yang telah 
terkumpul diolah dan dianalisis secara 
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yuridis normatif  untuk menyusun 
pembahasan dan kesimpulan. 
 
PEMBAHASAN 
A. Jenis-jenis Perbuatan Penyidik Dalam 
Penanganan Perkara Narkotika Yang 
Termasuk Sebagai Tindak Pidana 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika, mengatur mengenai 
jenis-jenis perbuatan penyidik dalam 
penanganan perkara narkotika yang 
termasuk sebagai tindak pidana, yaitu: 
1. Penyidik pegawai negeri sipil yang 
secara melawan hukum tidak 
melaksanakan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 
(Pasal 140 ayat 1). 
2. Penyidik Kepolisian Negara Republik 
Indonesia dan penyidik BNN yang tidak 
melaksanakan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, 
Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), 
dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), 
dan ayat (4) dikenai pidana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
(Pasal 140 ayat 2). 
3. Kepala kejaksaan negeri yang secara 
melawan hukum tidak melaksanakan 
ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 91 ayat (1) (Pasal 141). 
Untuk mengetahui Penyidik pegawai 
negeri sipil yang secara melawan hukum 
tidak melaksanakan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan 
Pasal 89, maka perlu diketahui isi dari Pasal 
88, 89 dan 140 ayat (1) sebagai berikut: 
a. (Pasal 88 ayat (1): Penyidik pegawai 
negeri sipil tertentu yang melakukan 
penyitaan terhadap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika wajib membuat 
berita acara penyitaan dan 
menyerahkan barang sitaan tersebut 
beserta berita acaranya kepada 
penyidik BNN atau penyidik Kepolisian 
Negara Republik Indonesia setempat 
dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga 
kali dua puluh empat) jam sejak 
dilakukan penyitaan dan tembusan 
berita acaranya disampaikan kepada 
kepala kejaksaan negeri setempat, 
ketua pengadilan negeri setempat, 
Menteri, dan Kepala Badan Pengawas 
Obat dan Makanan.  Pasal 88 ayat (2): 
Penyerahan barang sitaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 
dalam waktu paling lama 14 (empat 
belas) hari jika berkaitan dengan daerah 
yang sulit terjangkau karena faktor 
geografis atau transportasi.  
b. Pasal 89 ayat (1) Penyidik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 
bertanggung jawab atas penyimpanan 
dan pengamanan barang sitaan yang 
berada di bawah penguasaannya. Pasal 
89 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai syarat dan tata cara 
penyimpanan, pengamanan, dan 
pengawasan Narkotika dan Prekursor 
Narkotika yang disita sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah  
Penyidik Kepolisian Negara Republik 
Indonesia dan penyidik BNN yang tidak 
melaksanakan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 
90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 
92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) 
dikenai pidana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), maka diperlukan 
pemahaman mengenai isi dari pasal-pasal 
tersebut sebagai berikut: 
a. Pasal 87 ayat (1): Penyidik Kepolisian 
Negara Republik Indonesia atau penyidik 
BNN yang melakukan penyitaan 
Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau 
yang diduga Narkotika dan Prekursor 
Narkotika, atau yang mengandung 
Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib 
melakukan penyegelan dan membuat 
berita acara penyitaan pada hari 
penyitaan dilakukan, yang sekurang-
kurangnya memuat: 
a. nama, jenis, sifat, dan jumlah; 




b. keterangan mengenai tempat, jam, 
hari, tanggal, bulan, dan tahun 
dilakukan penyitaan; 
c. keterangan mengenai pemilik atau 
yang menguasai Narkotika dan 
Prekursor Narkotika; dan 
d. tanda tangan dan identitas lengkap 
penyidik yang melakukan penyitaan. 
b. Pasal 87 ayat (2): Penyidik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib 
memberitahukan penyitaan yang 
dilakukannya kepada kepala kejaksaan 
negeri setempat dalam waktu paling 
lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) 
jam sejak dilakukan penyitaan dan 
tembusannya disampaikan kepada ketua 
pengadilan negeri setempat, Menteri, 
dan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan. 
c. Pasal 88 ayat (1): Penyidik pegawai 
negeri sipil tertentu yang melakukan 
penyitaan terhadap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika wajib membuat 
berita acara penyitaan dan menyerahkan 
barang sitaan tersebut beserta berita 
acaranya kepada penyidik BNN atau 
penyidik Kepolisian Negara Republik 
Indonesia setempat dalam waktu paling 
lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) 
jam sejak dilakukan penyitaan dan 
tembusan berita acaranya disampaikan 
kepada kepala kejaksaan negeri 
setempat, ketua pengadilan negeri 
setempat, Menteri, dan Kepala Badan 
Pengawas Obat dan Makanan. 
d. Pasal 88 ayat (2) Penyerahan barang 
sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat dilakukan dalam waktu paling 
lama 14 (empat belas) hari jika berkaitan 
dengan daerah yang sulit terjangkau 
karena faktor geografis atau 
transportasi. 
e. Pasal 89 ayat (1): Penyidik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 
bertanggung jawab atas penyimpanan 
dan pengamanan barang sitaan yang 
berada di bawah penguasaannya. Pasal 
89 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai syarat dan tata cara 
penyimpanan, pengamanan, dan 
pengawasan Narkotika dan Prekursor 
Narkotika yang disita sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 
f. Pasal 90 ayat (1): Untuk keperluan 
penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di sidang pengadilan, 
penyidik Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, penyidik BNN, dan penyidik 
pegawai negeri sipil menyisihkan 
sebagian kecil barang sitaan Narkotika 
dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan 
sampel guna pengujian di laboratorium 
tertentu dan dilaksanakan dalam waktu 
paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh 
empat) jam sejak dilakukan penyitaan. 
Pasal 90 ayat (2): Ketentuan lebih lanjut 
mengenai syarat dan tata cara 
pengambilan dan pengujian sampel di 
laboratorium tertentu diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 
g. Pasal 91 ayat (2): Barang sitaan 
Narkotika dan Prekursor Narkotika yang 
berada dalam penyimpanan dan 
pengamanan penyidik yang telah 
ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib 
dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 
(tujuh) hari terhitung sejak menerima 
penetapan pemusnahan dari kepala 
kejaksaan negeri setempat. Pasal 91 ayat 
(3) Penyidik wajib membuat berita acara 
pemusnahan dalam waktu paling lama 1 
x 24 (satu kali dua puluh empat) jam 
sejak pemusnahan tersebut dilakukan 
dan menyerahkan berita acara tersebut 
kepada penyidik BNN atau penyidik 
Kepolisian Negara Republik Indonesia 
setempat dan tembusan berita acaranya 
disampaikan kepada kepala kejaksaan 
negeri setempat, ketua pengadilan 
negeri setempat, Menteri, dan Kepala 
Badan Pengawas Obat dan Makanan. 
h. Pasal 92 ayat (1): Penyidik Kepolisian 
Negara Republik Indonesia dan penyidik 




BNN wajib memusnahkan tanaman 
Narkotika yang ditemukan dalam waktu 
paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh 
empat) jam sejak saat ditemukan, 
setelah disisihkan sebagian kecil untuk 
kepentingan penyidikan, penuntutan, 
pemeriksaan di sidang pengadilan, dan 
dapat disisihkan untuk kepentingan 
pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, serta untuk kepentingan 
pendidikan dan pelatihan. Pasal 92 ayat 
(2): Untuk tanaman Narkotika yang 
karena jumlahnya dan daerah yang sulit 
terjangkau karena faktor geografis atau 
transportasi, pemusnahan dilakukan 
dalam waktu paling lama 14 (empat 
belas) hari. Pasal 92 ayat (3) 
Pemusnahan dan penyisihan sebagian 
tanaman Narkotika sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan pembuatan berita acara yang 
sekurang-kurangnya memuat: 
a. nama, jenis, sifat, dan jumlah; 
b. keterangan mengenai tempat, jam, 
hari, tanggal, bulan, dan tahun 
ditemukan dan dilakukan 
pemusnahan; 
c. keterangan mengenai pemilik atau 
yang menguasai tanaman Narkotika; 
dan 
d. tanda tangan dan identitas lengkap 
pelaksana dan pejabat atau pihak 
terkait lainnya yang menyaksikan 
pemusnahan. 
i. Pasal 92 ayat (4) Sebagian kecil tanaman 
Narkotika yang tidak dimusnahkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disimpan oleh penyidik untuk 
kepentingan pembuktian. 
Kepala Kejaksaan negeri yang secara 
melawan hukum tidak melaksanakan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 91 ayat (1), maka perlu diketahui isi 
pasal tersebut. Pasal 91 ayat (1): Kepala 
kejaksaan negeri setempat setelah 
menerima pemberitahuan tentang 
penyitaan barang Narkotika dan Prekursor 
Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara 
Republik Indonesia atau penyidik BNN, 
dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari 
wajib menetapkan status barang sitaan 
Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut 
untuk kepentingan pembuktian perkara, 
kepentingan pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, kepentingan 
pendidikan dan pelatihan, dan/atau 
dimusnahkan. Merosotnya tingkat 
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga 
peradilan tersebut tentu saja banyak 
disebabkan oleh perbuatan oknum-oknum 
hukum ataupun di luar hukum. Oknum 
yang rela mengadaikan keadilan dan 
kebenaran dengan uang atau kemewahan.7 
Oknum tersebut bisa terdiri dari jaksa, 
pengacara, polisi bahkan juga hakim.  Inilah 
yang kita sebut sebagai mafia-mafia 
peradilan. 
Menurut Marwan Efendi Untuk 
mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, 
diperlukan baik norma-norma hukum, atau 
peraturan perundang-undangan, juga 
aparatur pengemban dan penegak hukum 
yang professional, berintegritas, dan 
disiplin yang didukung oleh sarana dan 
prasarana hukum serta perilaku hukum 
masyarakat. Oleh karena itu, idealnya 
setiap negara hukum, termasuk Negara 
Indonesia harus memliki 
lembaga/institusi/aparat penegak hukum 
yang berkualifikasi demikian. Salah satunya 
adalah Kejaksaan Republik Indonesia, 
disamping Kepolisian Republik Indonesia, 
Mahkamah Agung, dan bahkan 
Advokat/Penasehat 
Hukum/Pengacara/Konsultan Hukum, yang 
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secara universal melaksanakan penegakkan 
hukum.8 
Penyidikan, Penuntutan, Dan 
Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan. Pasal 
73: Penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap 
penyalahgunaan dan peredaran gelap 
Narkotika dan Prekursor Narkotika 
dilakukan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan, kecuali ditentukan 
lain dalam Undang-Undang ini. Pasal 74 
menyatakan pada ayat: 
(1) Perkara penyalahgunaan dan peredaran 
gelap Narkotika dan Prekursor 
Narkotika, termasuk perkara yang 
didahulukan dari perkara lain untuk 
diajukan ke pengadilan guna 
penyelesaian secepatnya. 
(2) Proses pemeriksaan perkara tindak 
pidana Narkotika dan tindak pidana 
Prekursor Narkotika pada tingkat 
banding, tingkat kasasi, peninjauan 
kembali, dan eksekusi pidana mati, 
serta proses pemberian grasi, 
pelaksanaannya harus dipercepat sesuai 
dengan peraturan perundang-
undangan. 
Pasal 75: Dalam rangka melakukan 
penyidikan, penyidik BNN berwenang: 
a. melakukan penyelidikan atas kebenaran 
laporan serta keterangan tentang 
adanya penyalahgunaan dan peredaran 
gelap Narkotika dan Prekursor 
Narkotika; 
b. memeriksa orang atau korporasi yang 
diduga melakukan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika; 
c. memanggil orang untuk didengar 
keterangannya sebagai saksi; 
d. menyuruh berhenti orang yang diduga 
melakukan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika dan 
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Prekursor Narkotika serta memeriksa 
tanda pengenal diri tersangka; 
e. memeriksa, menggeledah, dan menyita 
barang bukti tindak pidana dalam 
penyalahgunaan dan peredaran gelap 
Narkotika dan Prekursor Narkotika; 
f. memeriksa surat dan/atau dokumen 
lain tentang penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika; 
g. menangkap dan menahan orang yang 
diduga melakukan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika; 
h. melakukan interdiksi terhadap 
peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika di seluruh wilayah 
juridiksi nasional; 
i. melakukan penyadapan yang terkait 
dengan penyalahgunaan dan peredaran 
gelap Narkotika dan Prekursor 
Narkotika setelah terdapat bukti awal 
yang cukup; 
j. melakukan teknik penyidikan pembelian 
terselubung dan penyerahan di bawah 
pengawasan; 
k. memusnahkan Narkotika dan Prekursor 
Narkotika; 
l. melakukan tes urine, tes darah, tes 
rambut, tes asam dioksiribonukleat 
(DNA), dan/atau tes bagian tubuh 
lainnya; 
m. mengambil sidik jari dan memotret 
tersangka; melakukan pemindaian 
terhadap orang, barang, binatang, dan 
tanaman; 
n. membuka dan memeriksa setiap barang 
kiriman melalui pos dan alat-alat 
perhubungan lainnya yang diduga 
mempunyai hubungan dengan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap 
Narkotika dan Prekursor Narkotika; 
o. melakukan penyegelan terhadap 
Narkotika dan Prekursor Narkotika yang 
disita; 




p. melakukan uji laboratorium terhadap 
sampel dan barang bukti Narkotika dan 
Prekursor Narkotika; 
q. meminta bantuan tenaga ahli yang 
diperlukan dalam hubungannya dengan 
tugas penyidikan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika; dan 
r. menghentikan penyidikan apabila tidak 
cukup bukti adanya dugaan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap 
Narkotika dan Prekursor Narkotika.   
Pasal 76 ayat: 
(1) Pelaksanaan kewenangan penangkapan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 
huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 
(tiga kali dua puluh empat) jam 
terhitung sejak surat penangkapan 
diterima penyidik. 
(2) Penangkapan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat diperpanjang paling 
lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) 
jam. 
Pasal 77 ayat: 
(1) Penyadapan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 75 huruf I dilaksanakan 
setelah terdapat bukti permulaan yang 
cukup dan dilakukan paling lama 3 (tiga) 
bulan terhitung sejak surat penyadapan 
diterima penyidik. 
(2) Penyadapan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) hanya dilaksanakan atas 
izin tertulis dari ketua pengadilan. 
(3) Penyadapan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 
(satu) kali untuk jangka waktu yang 
sama. 
(4) Tata cara penyadapan dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 
Pasal 78 ayat: 
(1) Dalam keadaan mendesak dan Penyidik 
harus melakukan penyadapan, 
penyadapan dapat dilakukan tanpa izin 
tertulis dari ketua pengadilan negeri 
lebih dahulu. 
(2) Dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu 
kali dua puluh empat) jam Penyidik 
wajib meminta izin tertulis kepada 
ketua pengadilan negeri mengenai 
penyadapan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1). 
Pasal 79: Teknik penyidikan pembelian 
terselubung dan penyerahan di bawah 
pengawasan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 75 huruf j dilakukan oleh Penyidik 
atas perintah tertulis dari pimpinan.  
Pasal 80: Penyidik BNN sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 75, juga berwenang: 
a. mengajukan langsung berkas perkara, 
tersangka, dan barang bukti, termasuk 
harta kekayaan yang disita kepada jaksa 
penuntut umum; 
b. memerintahkan kepada pihak bank atau 
lembaga keuangan lainnya untuk 
memblokir rekening yang diduga dari 
hasil penyalahgunaan dan peredaran 
gelap Narkotika dan Prekursor 
Narkotika milik tersangka atau pihak 
lain yang terkait; 
c. untuk mendapat keterangan dari pihak 
bank atau lembaga keuangan lainnya 
tentang keadaan keuangan tersangka 
yang sedang diperiksa; 
d. untuk mendapat informasi dari Pusat 
Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan yang terkait dengan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap 
Narkotika dan Prekursor Narkotika; 
e. meminta secara langsung kepada 
instansi yang berwenang untuk 
melarang seseorang bepergian ke luar 
negeri; 
f. meminta data kekayaan dan data 
perpajakan tersangka kepada instansi 
terkait; 
g. menghentikan sementara suatu 
transaksi keuangan, transaksi 
perdagangan, dan perjanjian lainnya 
atau mencabut sementara izin, lisensi, 
serta konsesi yang dilakukan atau 
dimiliki oleh tersangka yang diduga 
berdasarkan bukti awal yang cukup ada 




hubungannya dengan penyalahgunaan 
dan peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika yang sedang 
diperiksa; dan 
h. meminta bantuan interpol Indonesia 
atau instansi penegak hukum negara 
lain untuk melakukan pencarian, 
penangkapan, dan penyitaan barang 
bukti di luar negeri. 
Pasal 81 Penyidik Kepolisian Negara 
Republik Indonesia dan penyidik BNN 
berwenang melakukan penyidikan terhadap 
penyalahgunaan dan peredaran gelap 
Narkotika dan Prekursor Narkotika 
berdasarkan Undang-Undang ini.9 
Pasal 82  ayat  
(1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang tentang Hukum Acara Pidana 
berwenang melakukan penyidikan 
terhadap tindak pidana 
penyalahgunaan Narkotika dan 
Prekursor Narkotika. 
(2) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
di lingkungan kementerian atau 
lembaga pemerintah nonkementerian 
yang lingkup tugas dan tanggung 
jawabnya di bidang Narkotika dan 
Prekursor Narkotika berwenang: 
a. memeriksa kebenaran laporan 
serta keterangan tentang adanya 
dugaan penyalahgunaan Narkotika 
dan Prekursor Narkotika; 
b. memeriksa orang yang diduga 
melakukan penyalahgunaan 
Narkotika dan Prekursor Narkotika; 
c. meminta keterangan dan bahan 
bukti dari orang atau badan hukum 
sehubungan dengan 
penyalahgunaan Narkotika dan 
Prekursor Narkotika; 
b. memeriksa bahan bukti atau 
barang bukti perkara 
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 Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika 
penyalahgunaan Narkotika dan 
Prekursor Narkotika; 
c. menyita bahan bukti atau barang 
bukti perkara penyalahgunaan 
Narkotika dan Prekursor Narkotika; 
d. memeriksa surat dan/atau 
dokumen lain tentang adanya 
dugaan penyalahgunaan Narkotika 
dan Prekursor Narkotika; 
e. meminta bantuan tenaga ahli 
untuk tugas penyidikan 
penyalahgunaan Narkotika dan 
Prekursor Narkotika; dan 
f. menangkap orang yang diduga 
melakukan penyalahgunaan 
Narkotika dan Prekursor Narkotika. 
Pasal 83: Penyidik dapat melakukan 
kerja sama untuk mencegah dan 
memberantas penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 
Narkotika. Pasal 84: Dalam melakukan 
penyidikan terhadap penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 
Narkotika, penyidik Kepolisian Negara 
Republik Indonesia memberitahukan secara 
tertulis dimulainya penyidikan kepada 
penyidik BNN begitu pula sebaliknya. Pasal 
85: Dalam melakukan penyidikan terhadap 
penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor 
Narkotika, penyidik pegawai negeri sipil 
tertentu berkoordinasi dengan penyidik 
BNN atau penyidik Kepolisian Negara 
Republik Indonesia sesuai dengan Undang-
Undang tentang Hukum Acara Pidana. 
Pasal 86 ayat (1) Penyidik dapat 
memperoleh alat bukti selain sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang tentang 
Hukum Acara Pidana. Ayat (2) Alat bukti 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berupa: 
a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, 
diterima, atau disimpan secara 
elektronik dengan alat optik atau yang 
serupa dengan itu; dan  
b. data rekaman atau informasi yang dapat 
dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang 
dapat dikeluarkan dengan atau tanpa 




bantuan suatu sarana baik yang tertuang 
di atas kertas, benda fisik apa pun selain 
kertas maupun yang terekam secara 
elektronik, termasuk tetapi tidak 
terbatas pada: 
1. tulisan, suara, dan/atau gambar; 
2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; 
atau 
3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, 
atau perforasi yang memiliki makna 
dapat dipahami oleh orang yang 
mampu membaca atau 
memahaminya. 
Pasal 87 ayat:  
(1) Penyidik Kepolisian Negara Republik 
Indonesia atau penyidik BNN yang 
melakukan penyitaan Narkotika dan 
Prekursor Narkotika, atau yang diduga 
Narkotika dan Prekursor Narkotika, 
atau yang mengandung Narkotika dan 
Prekursor Narkotika wajib melakukan 
penyegelan dan membuat berita 
acara penyitaan pada hari penyitaan 
dilakukan, yang sekurang-kurangnya 
memuat: 
a. nama, jenis, sifat, dan jumlah; 
b. keterangan mengenai tempat, jam, 
hari, tanggal, bulan, dan tahun 
dilakukan penyitaan; 
c. keterangan mengenai pemilik atau 
yang menguasai Narkotika dan 
Prekursor Narkotika; dan 
d. tanda tangan dan identitas lengkap 
penyidik yang melakukan 
penyitaan. 
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib memberitahukan 
penyitaan yang dilakukannya kepada 
kepala kejaksaan negeri setempat 
dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga 
kali dua puluh empat) jam sejak 
dilakukan penyitaan dan 
tembusannya disampaikan kepada 
ketua pengadilan negeri setempat, 
Menteri, dan Kepala Badan Pengawas 
Obat dan Makanan. 
Pasal 88 ayat (1): Penyidik pegawai 
negeri sipil tertentu yang melakukan 
penyitaan terhadap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika wajib membuat berita 
acara penyitaan dan menyerahkan barang 
sitaan tersebut beserta berita acaranya 
kepada penyidik BNN atau penyidik 
Kepolisian Negara Republik Indonesia 
setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 
(tiga kali dua puluh empat) jam sejak 
dilakukan penyitaan dan tembusan berita 
acaranya disampaikan kepada kepala 
kejaksaan negeri setempat, ketua 
pengadilan negeri setempat, Menteri, dan 
Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan. Ayat (2) Penyerahan barang 
sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dilakukan dalam waktu paling lama 
14 (empat belas) hari jika berkaitan dengan 
daerah yang sulit terjangkau karena faktor 
geografis atau transportasi. 
Pasal 89 ayat (1): Penyidik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 
bertanggung jawab atas penyimpanan dan 
pengamanan barang sitaan yang berada di 
bawah penguasaannya. Ayat (2): Ketentuan 
lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara 
penyimpanan, pengamanan, dan 
pengawasan Narkotika dan Prekursor 
Narkotika yang disita sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 
Pasal 90 ayat: 
(1) Untuk keperluan penyidikan, 
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 
pengadilan, penyidik Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, penyidik BNN, dan 
penyidik pegawai negeri sipil 
menyisihkan sebagian kecil barang 
sitaan Narkotika dan Prekursor 
Narkotika untuk dijadikan sampel guna 
pengujian di laboratorium tertentu dan 
dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 
x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam 
sejak dilakukan penyitaan. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat 
dan tata cara pengambilan dan 




pengujian sampel di laboratorium 
tertentu diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 
Pasal 91 ayat: 
(1) Kepala kejaksaan negeri setempat 
setelah menerima pemberitahuan 
tentang penyitaan barang Narkotika 
dan Prekursor Narkotika dari penyidik 
Kepolisian Negara Republik Indonesia 
atau penyidik BNN, dalam waktu paling 
lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan 
status barang sitaan Narkotika dan 
Prekursor Narkotika tersebut untuk 
kepentingan pembuktian perkara, 
kepentingan pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, 
kepentingan pendidikan dan pelatihan, 
dan/atau dimusnahkan. 
(2) Barang sitaan Narkotika dan Prekursor 
Narkotika yang berada dalam 
penyimpanan dan pengamanan 
penyidik yang telah ditetapkan untuk 
dimusnahkan, wajib dimusnahkan 
dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari 
terhitung sejak menerima penetapan 
pemusnahan dari kepala kejaksaan 
negeri setempat. 
(3)  Penyidik wajib membuat berita acara 
pemusnahan dalam waktu paling lama 
1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam 
sejak pemusnahan tersebut dilakukan 
dan menyerahkan berita acara 
tersebut kepada penyidik BNN atau 
penyidik Kepolisian Negara Republik 
Indonesia setempat dan tembusan 
berita acaranya disampaikan kepada 
kepala kejaksaan negeri setempat, 
ketua pengadilan negeri setempat, 
Menteri, dan Kepala Badan Pengawas 
Obat dan Makanan. 
(4)  Dalam keadaan tertentu, batas waktu 
pemusnahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 
(satu) kali untuk jangka waktu yang 
sama. 
(5)  Pemusnahan barang sitaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan berdasarkan ketentuan 
Pasal 75 huruf k. 
(6)  Barang sitaan untuk kepentingan 
pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi diserahkan kepada Menteri 
dan untuk kepentingan pendidikan dan 
pelatihan diserahkan kepada Kepala 
BNN dan Kepala Kepolisian Negara 
Republik Indonesia dalam waktu paling 
lama 5 (lima) hari terhitung sejak 
menerima penetapan dari kepala 
kejaksaan negeri setempat. 
(7) Kepala BNN dan Kepala Kepolisian 
Negara Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
menyampaikan laporan kepada 
Menteri mengenai penggunaan barang 
sitaan untuk kepentingan pendidikan 
dan pelatihan. 
Pasal 92 ayat: 
(1) Penyidik Kepolisian Negara Republik 
Indonesia dan penyidik BNN wajib 
memusnahkan tanaman Narkotika 
yang ditemukan dalam waktu paling 
lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) 
jam sejak saat ditemukan, setelah 
disisihkan sebagian kecil untuk 
kepentingan penyidikan, penuntutan, 
pemeriksaan di sidang pengadilan, dan 
dapat disisihkan untuk kepentingan 
pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, serta untuk kepentingan 
pendidikan dan pelatihan. 
(2) Untuk tanaman Narkotika yang karena 
jumlahnya dan daerah yang sulit 
terjangkau karena faktor geografis 
atau transportasi, pemusnahan 
dilakukan dalam waktu paling lama 14 
(empat belas) hari. 
(3) Pemusnahan dan penyisihan sebagian 
tanaman Narkotika sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan pembuatan berita acara yang 
sekurang-kurangnya memuat: 
a. nama, jenis, sifat, dan jumlah; 
b. keterangan mengenai tempat, jam, 
hari, tanggal, bulan, dan tahun 




ditemukan dan dilakukan 
pemusnahan; 
c. keterangan mengenai pemilik atau 
yang menguasai tanaman 
Narkotika; dan 
d. tanda tangan dan identitas lengkap 
pelaksana dan pejabat atau pihak 
terkait lainnya yang menyaksikan 
pemusnahan. 
(4) Sebagian kecil tanaman Narkotika yang 
tidak dimusnahkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh 
penyidik untuk kepentingan 
pembuktian. 
(5) Sebagian kecil tanaman Narkotika yang 
tidak dimusnahkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh 
Menteri dan Badan Pengawas Obat 
dan Makanan untuk kepentingan 
pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. 
(6) Sebagian kecil tanaman Narkotika yang 
tidak dimusnahkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh 
BNN untuk kepentingan pendidikan 
dan pelatihan. 
Pasal 93: Selain untuk kepentingan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, 
Pasal 91, dan Pasal 92 sebagian kecil 
Narkotika atau tanaman Narkotika yang 
disita dapat dikirimkan ke negara lain yang 
diduga sebagai asal Narkotika atau 
tanaman Narkotika tersebut untuk 
pemeriksaan laboratorium guna 
pengungkapan asal Narkotika atau tanaman 
Narkotika dan jaringan peredarannya 
berdasarkan perjanjian antarnegara atau 
berdasarkan asas timbal balik. 
Pasal 94: Ketentuan lebih lanjut 
mengenai syarat dan tata cara penyerahan 
dan pemusnahan barang sitaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan 
Pasal 92 diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. Pasal 95: Proses penyidikan, 
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 
pengadilan tidak menunda atau 
menghalangi penyerahan barang sitaan 
menurut ketentuan batas waktu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan 
Pasal 91. Pasal 96 ayat: 
(1) Apabila berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap terbukti bahwa 
barang sitaan yang telah dimusnahkan 
menurut ketentuan Pasal 91 diperoleh 
atau dimiliki secara sah, kepada 
pemilik barang yang bersangkutan 
diberikan ganti rugi oleh Pemerintah. 
(2) Besaran ganti rugi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
oleh pengadilan. 
Pasal 97: Untuk kepentingan penyidikan 
atau pemeriksaan di sidang pengadilan, 
tersangka atau terdakwa wajib memberikan 
keterangan tentang seluruh harta kekayaan 
dan harta benda istri, suami, anak, dan 
setiap orang atau korporasi yang 
diketahuinya atau yang diduga mempunyai 
hubungan dengan tindak pidana Narkotika 
dan Prekursor Narkotika yang dilakukan 
tersangka atau terdakwa. 
 
B. Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap 
Penyidik Dalam Penanganan Perkara 
Narkotika 
 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika, mengatur mengenai 
sanksi pidana terhadap penyidik dalam 
penanganan perkara narkotika. Pasal 140 
ayat: 
(1) Penyidik pegawai negeri sipil yang 
secara melawan hukum tidak 
melaksanakan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 
dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 
10 (sepuluh) tahun dan pidana denda 
paling sedikit Rp100.000.000,00 
(seratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah). 
(2) Penyidik Kepolisian Negara Republik 
Indonesia dan penyidik BNN yang tidak 
melaksanakan ketentuan sebagaimana 




dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, 
Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), 
dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), 
dan ayat (4) dikenai pidana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
Pasal 141: Kepala kejaksaan negeri yang 
secara melawan hukum tidak 
melaksanakan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 1 
(satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan 
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah). 
Pelaksanaan upaya hukum untuk 
mencegah dan memberantas 
penyalahgunaan dan peredaran narkotika 
yang ditangani oleh penegak hukum tetap 
diperlukan kontrol dan pengawasan baik 
dari pemerintah, lembaga-lembaga non 
pemerintah dan masyarakat, mengingat  
semua kemungkinan yang dapat terjadi dan 
menyebabkan penegak hukum melakukan 
tindakan yang tidak diharapkan sehingga 
terjebak dalam tindakan secara melawan 
hukum yakni melanggar undang-undang 
narkotika. Diharapkan bagi semua penegak 
hukum dalam penanganan perkara 
narkotika dapat melaksanakan kewajiban 
dan tanggung jawab sesuai dengan 
kewenangan yang diatur dalam undang-
undang narkotika dan secara konsisten 
menghormati etika dan profesi hukum 
sebagai profesi yang mulia sehingga 




1. Penyidik pegawai negeri sipil,  Penyidik 
Kepolisian Negara Republik Indonesia 
dan penyidik BNN dan Kepala Kejaksaan 
Negeri setempat yang secara melawan 
hukum tidak melaksanakan tugas dan 
kewajiban yang merupakan 
kewenangannya yang telah diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika, maka 
perbuatan tersebut merupakan tindak 
pidana yang dilakukan oleh penyidik 
dalam penanganan perkara narkotika 
yang diancam dengan sanksi pidana. 
2. Pemberlakuan sanksi pidana Penyidik 
pegawai negeri sipil,  Penyidik 
Kepolisian Negara Republik Indonesia 
dan penyidik BNN dan Kepala kejaksaan 
negeri setempat yang secara melawan 
hukum tidak melaksanakan tugas dan 
kewajibannya, menunjukkan penegakan 
hukum diberlakukan tidak hanya 
kepada pelaku tindak pidana narkotika, 
melainkan juga kepada para penegak 
hukum yang mengabaikan tanggung 
jawabnya dan menyalahgunakan 




1.  Penyidik pegawai negeri sipil, Penyidik 
Kepolisian Negara Republik Indonesia 
dan penyidik BNN dan Kepala Kejaksaan 
Negeri setempat dalam melaksanakan 
tugas dan kewajibannya memerlukan 
kontrol dan pengawasan baik dari 
pemerintah, lembaga non pemerintah 
dan masyarakat guna mencegah 
terjadinya perbuatan melawan hukum. 
2.  Pemberlakuan sanksi pidana Penyidik 
pegawai negeri sipil,  Penyidik 
Kepolisian Negara Republik Indonesia 
dan penyidik BNN dan Kepala Kejaksaan 
Negeri setempat, perlu dilaksanakan 
secara konsisten sebagaimana diatur 
dalam undang-undang agar mampu 
memberikan efek jera. Untuk penegak 
hukum lainnya tidak akan melakukan 
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